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* GAG u N G

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT, BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN LEMBAGATEKNIS DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI TULUNGAGUNG

.. a. bahwa daram penyerenggaraan pemerintahan daerah

diperlukan ui"tvJ ptJ9ts1i1 daerah dari unsur pengawas

yang diw"o"i'tl 6ar# oentut< lnspektorat' unsur perencana

yans diw,d;iti ;;iil bentuk e'dtn dan unsur pendukung

yans oiwaoliii J;iil r-emoaga i"knis .Daerah' 
baik dalam

bentuk badan, kantor maupun rumah sakit;

b. bahwa o"'iJ'"'r"t p"'tito"is*^ t99"91'mana dimaksud

hurufa,makaper|umenetapkJnPeraturanDaerahtentang
organisasi ;; Tata Kerja lnspektorat, Ba{an Perencanaan

Pembangun* Ot"t'h dah Lembaga Teknis Daerah'

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan

Daerah_D""on"r"nupaten Dalam Lingkungan Propinsi 11ry?

Timur ( t_emnaran N.g"r, Republik indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 9 ) ;

2. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041 ) juncto Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahin Lembaran

_ Negara Republik lndonesia Nomor a38g );4' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 ientang pemerintahan
Daerah ( Lembaran .Negara Tahun 

-ril 
Nomor 12s,Tambahan 

,Lembaran..Neglra .Nomor 4iii ) sebagaimanatelah diubah_dengan Undlng-Undanj uomor'B Trhrn 20ostentang penetapan peraturan- pemeriitar, e"ngg"nti Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2005 t;ffi;g "eiruuahan 
AtasUndang-Undang Nomor ez rahun zoo+l"xtrni ,"r"rintahanDaerah Menjadi Undang-Unoang (Lembaran w-"grr" RepubrikIndonesia Tahun 2OO; Nornoi tOg; f"mOrhrn LembaranNegara Republik Indonesia Noro, 4S4g);

\ i.1
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 ):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan , Pemindahan , dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor'15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4263 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737 ) :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor g9 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4741 ) :

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OO7tentang Pedoman dan Tata Cara pengawasan atas
Penyelenggaraan pemerintah Daerah:

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2g Tahun 2OO7tentang Norma pengawasln dan Kode Etik pejabat
Pengawas pemerintan:

12. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
Sj:?:fr, 

petunjuk reknis pe"nat""n'-oij"ii..si peranskat

" [".i3t["'ry."J|"j; Dalam Nes^eri Nomor 64 Tahun 2oo7

,, f.l_?*i",",il"",lili."'."[H,r3,:n"il,;,:] 
dan rata [;;"

| 4. r,eraturan Menteri Di
tentans p"d;;;"p"";,11T-Neseri Nomor 4 Tahun 2008

,. Pemerintah o;ur"n,"''*t"naan Reviu atas Laporan x"r"ng"n
I o. reraturan Menteri Datentans F;l;;.*'T.fese1i Nomor 7 Tahun 20oB

,^ 3:l{"6nng";;F"r"riffio"|u1tt Pensawasan atas
I o. Feraturan Menteri n,r

tentang- pejjiji" o'jl1T. 
*"n"t' Nomor 8 Iuepartemenoaamrv".]9lw-,at-P"t;;il;oo,'"n'n2008

reri dan P;;;i;;b"ct 
nlinskungan

I, t -t' . '1
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

oan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG.

6.

4.

8.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut
Asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945;
Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung;
Bupati adalah Bupati Tulungagung;
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah ;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan;
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tulungagung;

9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas
Bupati;

10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Daerah
Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut Rumah Sakit
dr ISKAK;

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan /
audit keuangan;

12. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis pada
Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan;

13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Tulungagung;
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Bagian Kedua

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(BAPPEDA)

Pasal 6

(1) BAPPEDA merupakan unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah;

(2) BAPPEDA dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;

Pasal 7

BAPPEDA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan
daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7
BAPPEDA mempunyai fungsi,

perumusan kebijakan teknis perencanaan;
pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan;
pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan
pembangunan daerah ;dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian ketiga

Lembaoa Teknis Daerah

Pasal 9

(1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas
Bupati.

(2) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh
Kepala Badan, yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala
Kantor, dan yang berbentuk Rumah Sakit dipimpin oleh
Direktur.

(3) Kepala dan Direktur sebagaimana dimaksud ayat (2)
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melakukan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 11

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada pasal 10, menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

a.
o.
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A

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan lingkup tugasnya.

Pasal 12

Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat
dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Inspektorat :

a. Insoektur:

b. Sekretariat, membawahi ;

1) Sub Bagian Perencanaan;
2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
3) Sub Bagian Admnistrasi dan Umum;

c. Inspektur Pembantu l, membawahi ;

1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Pembang unan;
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Kemasyarakatan;

d. Inspektur Pembantu ll, membawahi ;

1) Seksi Pengawas
Pembangu nan;

Pemerintah Bidang

2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang

Kemasyarakatan;

e. Inspektur Pembantu lll, membawahi ;

1 ) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Pembangunan;
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
Seksi Pengawas Pemerintah Bidang
Kemasyarakatan;

f. Inspektur Pembantu lV, membawahi ;

1) Seksi Pengawas
Pembang unan;

Pemerintah Bidang

2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang

Kemasyarakatan;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1)

(2)

/l

3)

2)
3)
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(2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program ;

c. Bidang Sosial Budaya, membawahi:

1) Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Kemasyarakatan;

2) Sub Bidang Pemerintahan ;

d. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :

1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
2) Sub Bidang Tata Ruang dan HubParBud;

e. Bidang Ekonomi, membawahi;

1) Sub Bidang Sumber Daya Lahan dan Kelautan;
2) Sub Bidang Perdagangan dan Dunia Usaha;

f. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan,
membawahi;

1) Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi;
2) Sub Bidang Penelitian Dan Pengembangan;

S Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat,membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

c. Bidang Pengembangan Kepegawaian, membawahi:

1) Sub Bidang Perencanaan dan Peningkatan Kinerja
Pegawai;

2) Sub Bidang Pengadaan Pegawai;

d. Bidang Mutasi Kepegawaian, membawahi:

1) Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun Pegawai;
2) Sub Bidang Pengangkatan Jabatan dan

Pemindahan Pegawai;

l-
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e. Bidang Diklat Aparatur, membawahi:

1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;

f. Bidang Informasi Kepegawaian, membawahi;

1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
Kepegawaian ;

2) Sub Bidang Pengolahan Dokumen dan Arsip
Kepegawaian;

S Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat :

a. Kepala Badan,

b. Sekretariat , membawahi:

1) Sub Bagian Umum ;

2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi;

1) Sub Bidang Hubungan Organisasi Partai Politik ;

2) Sub Bidang Hubungan Organisasi Masyarakat,
Organisasi Profesi dan Lembaga Swadaya
Masyarakat;

d. Bidang Bina ldiologi Wasbang dan Hak Asasi Manusia,
membawahi,

1) Sub Bidang Ketahanan ldiologi dan Wasbang;
2) Sub Bidang Pengembangan Hak Asasi Manusia;

e. Bidang Politik

'1) Sub Bidang Keamanan Politik ;

2) Sub Bidang Pengembangan Demokrasi;

f. Bidang Linmas, membawahi;

1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanganan Bencana;
2) Sub Bidang Peningkatan SDM dan Satuan Linmas ;

g Unit Pelaksana Teknis Badan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat
Dan Pemerintahan Desa :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan,
3) Sub Bagian Bina Program ;

Ir
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c. Bidang Kelembagaan dan Organisasi Pemerintahan

Desa/Kelurahan, membawahi:

1) Sub Bidang Kelembagaan;
2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah

Desa/Kelu rahan;

d. Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan, membawahi :

1) Sub Bidang Kekayaan Desa/Kelurahan;
2) Sub Bidang Pembangunan Desa/Kelurahan;

e. Bidang Ketahanan Ekonomi Desa, membawahi,

1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi;
2) Sub Bidang Pengembangan Ekonomi ;

f. Bidang PemberdayaanMasyarakat, membawahi;

1) Sub Bidang Peningkatan Sarana Prasarana;

2) Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Anak dan Remaja;

g. Unit Pelaksana Teknis Badan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana :

a. Keoala Badan.

b. Sekretariat,membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

c. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:

1) Sub Bidang Pendewasaan Usia Perkawinan;

2) Sub Bidang Pengayoman dan Partisipasi Pria;

d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi :

1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Keluarga;

2) Sub Bidang Bina Keluarga;

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

1) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Kesetaraan Gender;
2) Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga,

f. Bidang Pergerakan Masyarakat, membawahi

'1) Sub Bidang Institusi dan Peran Serta Masyarakat;
2) Sub Bidang Advokasi dan KIE;

g Unit Pelaksana Teknis Badan;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

rl
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5. Susunan Organinsasi Badan Ketahanan Pangan Dan

Penyuluhan:

a. Kepala Badan:

b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

c. Bidang Pengkajian Ketersediaan dan Distribusi Pangan,

membawahi:

1) Sub Bidang Pengkajian Ketersediaan Pangan;
2) Sub Bidang Distribusi Pangan;

d. Bidang Kewaspadaan Konsumsi Pangan dan Gizi,

membawahi:

1) Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

2) Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Dan Gizi;

e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan

Pertanian, membawahi:

1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Petani;

2) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Usaha
Pertanian;

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pertanian,
membawahi,

1 ) Sub Bidang Pengembangan Informasi dan

Komunikasi;
2) Sub Bidang Pengembangan Terknologi Pertanian;

g Unit Pelaksana Teknis Badan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

c. Bidang lnformasi dan Pengaduan, membawahi:

1) Sub Bidang Sistem Informasi Perijinan;
2) Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi;

d. Bidang Perijinan Jasa Usaha, membawahi:

1) Sub Bidang Perijinan Indakop dan Reklame;
2) Sub Bidang Perijinan Pertanian, Perhubungan,

Pariwisata, SIUP-TDP dan K - 3;
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e. Bidang Perijinan Tertentu, membawahi:

1) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO;

2) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan;

f. Bidang Pendataan, Pelaporan dan Penyampaian,

membawahi:

1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan;

2) Sub Bidang PenYamPaian ljin;

g. Unit Pelaksana Teknis Badan

h. KelomPok Jabatan Fungsional.

7. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Bina Program;

c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:

1) Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan;

2) Sub Bidang Bina Teknis Amdal;

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak

Lingkungan, membawahi:

1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pencemaran Lingkungan;
2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Kerusakan Lingkungan;

e. Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan dan Peran Serta

I 
MasYarakat, membawahi:

1) Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan ;

2) Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat;

f. Unit Pelaksana Teknis Badan

S. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah :

a. Direktur membawahi;

b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi ;

1) Bagian Tata Usaha,

a. Sub Bagian PerlengkaPan;
b. Sub Bagian KePegawaian;
c. Sub Bagian Umum;

2) Bagian Keuangan, membawahi;

a. Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi;
b. Sub Bagian Anggaran;
c. Sub Bagian Perbendaharaan;



-1L

3) Bagian Perencanaan, membawahi;

a. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program;

c. Sub Bagian Pengembangan SDM.

c. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi;

1) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan,

membawahi;

a. Seksi PelaYanan Medis;

b. Seksi PelaYanan Keperawatan;

2) Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi;

a. Seksi Pelayanan Penunjang Medis;

b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medis;

3) Bidang Pengendalian Pelayanan, membawahi :

a. Seksi Rekam Medis;

b. Seksi Penelitian dan Monitoring Pelayanan'

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal:

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Perencanaan;

d. Seksi Promosi dan Perijinan;

e. Seksi Pengawasan;

f. KelomPok Jabatan Fungsional.

10. Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi :

a. Kepala Kantor;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi PerPustakaan;

d. Seksi Kearsipan;

e. Seksi Dokumentasi ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Unit

Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 15

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur pelaksana

teknis pada lembaga teknis yang berbentuk Badan;

(2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Badan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 16

Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Operasional dan/atau kegiatan penunjang Badan di
lapangan yang mempunyai wilayah 1 (satu) atau beberapa
Kecamatan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal

16, Unit Pelaksana Teknis Badan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang
operasionalnya di laPangan;

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari atas sejumlah tenaga
dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati Tulungagung,

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional di tetapkan oleh
Bupati Tulungagung berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap
pemimpin satuan organisasi atau pejabat struktural dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya
maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah
Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas pokoknya.

(2\ Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang diperlukan.
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(3)

(4)

(5)

(6)

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahannya serta

memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan

tugas.

Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan

mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya

serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi

dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai

bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk

memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Tembusan atas laporan yang disampaikan kepada atasan

wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 20

(1) Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, dan Kepala

Saiuan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari

Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul

Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub bagian Tata Usaha,

Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil

yang memenuhi syarat atas usul Inspektur i Kepala Badan/

biret<turl Kepala Kantor/ Kepala Satuan melalui Sekretaris

Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Apabila jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan

sesuai peraturan perundang-undangan' maka jabatan struktural di

bawah Inspektur Pembantu dapat dihapus.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal22

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana

tercantum pada Lampiran Perda ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan.
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Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal24

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka :

a. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 200'1 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tulungagung.

b. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengawasan

Kabupaten Tulungagung.

c. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten Tulungagung.

d. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tulungagung.

e. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Tulungagung.

f. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2001 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan

Umum KabuPaten Tulungagung.

S Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Kantor Arsip Kabupaten Tulungagung'

h. Peraturan Daerah Nomor 3't Tahun 2001 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Informasi

Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten

Tulungagung.

i. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 200'1 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Tulungagung.

j. Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pembentukan

dan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.

k. Peraturan Daerah Nomor 1B Tahun 2002 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu

Kabupaten Tulungagung.

l. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
dan Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera Kabupaten Tulungagung.

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal ? fiilt Sil

BUPATI TULUNGAGUNG

rlrr&rr ns8lE rrmrf,rt trnm|IEl
srg s lqcn 0t s:I e
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) ) Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung 

^
Nomor 6 TAflIr"r 2OOU

Tanggal ? J-',,'I ZCOB

SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT

KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG

I
r. -r€Ru rllnJoHo,unl|



))\)) Lampiran : Peraturan Dderah
Kabupaten Tulung3gultg^^
NOmor O I.A.ILL ZUL^)

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG

PEMERINTAHAN

BUPATI TULUNGAGUNG

I

Tansqal 7 JII;I 2COB

tl



) ) Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 'r1A,^-t,li 2c0il
Tanqqal J Ju;:i 2CCB

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG

BUPATI TULUNGAGUNG
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Lampiran : Peraturan Daerah

KabuDaten Tulunoaouno
Nomor 6 :.Altir zonJ
Tanqqat 7 &--,I 2C0B

SUSUNAN ORGANTSASI
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KABUPATEN TULUNGAGUNG

POLITIK

BUPATI TULUNGAGUNG

4
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SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 TA1,-- ZtC-
Tanqsal 7 JL-.I 2OcC

DESA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELEMBAGAAN



)

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN TULUNGAGUNG

) Lampiran : Peraturan Daerah
KabuPaten Tulungagung
Nomor 6 T.[ r-
Tangqal lii.I 20ud

KEUANGAN

BUPATI TULUNGAGUNG

;. HERU TJAIIJONO,MM



SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 tAIIIJii 2cc8
Tanggal T ;;lt aocB

BUPATI TULUNGAGUNG

PETA NI

f. nenu rJAHtoNo,MM

))



Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung-'
Nomor 6 ,'X".1- 20Ob

Tanggal 7 Jfnrl 2008
SUSUNAN ORGANISASI

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERHUB,PARIWISATA,

SIUP-TDP DAN K-3

BUPATI TULUNGAGUNG

lr. IGRU TJAHJONO.MM

4-
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SUSUNAN ORGANISASI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 1AIIUT 2O0B
Tanggal T .luilt pooA

BUPATI TULUNGAGUNG

I

BIDANG BIDANG BIDANG

DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

PENCEMAMN LINGKUNGAN

PEMN SERTA MASYARAIGT

Ir."flERU TJAIIJONO,MM



{) ) Lampiran : Peraturan Daerah
KabuPaten Tulungagung
Nomor 6 'I.trIIU* 200U
Tanssal 7 J-rJiiI 2003

SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG

REKAM
MEDIS

ANGGARAN

PERBENDAHARAAN

BUPATI TULUNGAGUNG

ir.IGNU TJAHIONO,MM
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SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
Nomor 6 rAiiuli 2000

BUPATI TULUNGAGUNG

)
Lampiran :

>^/
IT. HERU TJAH,ONO,MM

KEPALA KANTOR

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI
PENGAWASANPERENCANAAN

d2-
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SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Lampiran : Peraturan Daerah
Kabupaten Tulungagung
NomOr 6 lAiu*.., 2OC8

Tanggal 7 rutir 2co8

BUPATI TULUNGAGUNG

KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

SEKSI SEKSI
PERPUSTAKAAN KEARSIPAN DOKUME NTASI

U TJAHJONO,MM

a2
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PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAHKABUPATENTULUNGAGUNG
NOMOR: 6 TAHUN2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT'

BADAN PERENCANMN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN TULUNGAGUNG

I' Penjelasa$T:fi"renggaraan 
pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh

perangkat daerah yang terdiri oaii unsur staf yang membantu penyusunan keb'rjakan

dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas y"ng diwadahi dalam

bentuk inspektorat, unsur p"r"ni.l'nJHd diwadahi dalam bentuk badan' unsur

pendukung tug;. 
'kepala 

daera.h dalam p"ny*unan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang nl*ii"i'rpesifik, oiwaoani dalam lembaga teknis daerah' serta unsur

pelaksana ,ruJ"n"O""i5n V"ng diwadahi dalam dinas daerah.

Dalam rangka pelaksana"n-otonol,Ili oa"ian sebagaimana diatur dalam

undang_undang Nomor 32 Tanui' z;Oi tlntang pemerintahan Daerah khususnya

mengenai peringkat Daerah o"n' 
- 
adanya lindasan hukum sebagai pedoman

dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten

Tulungagung,';bh karenl itu ;9;y ;ily"-^P:t"turan Daerah vang mengatur

tentang organila;i 0"" rata rJr; lnspektorat, Badan Perencanaan Daerah Dan

L"rO"g" tLXnis Daerah Kabupaten Tulungagung.

ll. Penjelasan Pasal Demi Pasal'

Pasal 1

CukuP jelas

Pasal2
CukuP jelas

Pasal 3
AYat (1)

CukuP jelas

or$J'J"rggungjawaban 
Kepara Lembaga Teknis Daerah Kepada Bupati

melalui sekretaris Daerah adalah pertangg.ungjawab administratif' Pengertian

,,melalui,, bukan berarti r"p"r" r-"rn'org, i&nii-merupakan bawahan langsung

Sekretaris Daerah. S"""rJStirt<turat iembaga Teknis Daerah berada langsung

di bawah BuPati

Pasal 4
CukuP jelas

Pasal 5
CukuP jelas

Pasal 6
CukuP jelas

Pasal 7
CukuP jelas

a

.
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- Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis Badan

adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung
berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah
rnelaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

-l&


